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Pembaharuan pendidikon hukum telgh meng-
alami - perjalenan panjeng sejak. berdirinya
Rechthoeschool iahun 1924 sampai lolirnya
Eurikulum nasionol yang baiu fohun 1993
(Keputusarn Mendikbud No. 17/D/0/1993).
Kurikvlwm bare ini mempunyai ciii khos
dibandingkan denganpembaharuan pendidikan
hukum di masa permulaon tahun 70-an. Civi-
ciri khusus dari kurikulum baru itu antara loin
meliputi sifat dan tujuan pendidikan hukum,
care mengajar dan belgjar, adenye pembagian
matakulich nasional dan lokal, perdekatan
multidisipliner dan adanya pelgjaran keie-
rampilan atau kemahiran hukun.

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia umumnya dianggap sebagai
penerus daripada Rechthogeschool yang didirikan di tabun 1924, Walaupun
sebenarnya merupakan gabungan dari Fakulteit der Rechtsgeleerdheid en
Sociale Wetenschappen, Universiteit van Indonesie dan Perguruan Tinggi
Hukum yang didirikan golongan Republikein (pejuang-pejuang RI) di
Jakarta.

Selain Prof. Sudiman Kartohadiprojo dari Perguruan Tinggi Hukum,
Staff pengajar yang tidak berasal dari Universiteit van Indonesia adalah
beberapa orang guru besar yang datang dari Yogyakarta, antara fain Prof.
Djokosutono dan Sunarjo Kolopaking. Kemudian ada pula Prof. Dr.
Hazairin, Namun dalam hal lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang
merupakan gabungan itu memang meneruskan tradisi Rechtshogeschool dan

* Disampaikan dalam Seminar 70 Tehun Pendidikon Tinggt Hubwan di Indoresia, Fakultes Hulum
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Universiteit van Indonesia dalam arti bahwa kurikulum dan cara pengajaran
merefteksikan satu sistem studi bebas.

Studi bebas berarti bahwa mengikuti kuliah atau tidak sama sekali
diserahkan pada para mahasiswa, Tidak ada keharusan mengikuti kuliah dan
karenanya tidak ada absensi. Satu-satunya cara pengajaran adalah sistem
kuliah atau "lecture” method. Semua ujian dilakukan secara lisan. Tidak ada
ujian tertulis, juga tidak ada syarat karya tulis atau skripsi sebagai suatu
syarat ujian akhir sekalipun.

.-Menjelang akhir tahun 50-an dengan kembalinya seorang yang telah
bn, ajar di Amerika Serikat mengikuti program pascasarjana, ada usaha untuk
mengadakan pvrubdhaflmpumbah&n Dirasakan bahwa untuk negara baru
merdeka yang sedang berkembang sistem studi bebas adalah terlalu boros,
D;usulkan untuk memulai suatu sistem studi ferpimpin dengan keharusan
menﬂikutx kuliah disertai absensi. Diusulkan pula agar ujian tidak semuanya
lisan, sebagian tertulis dan ada pula syarat karya talis atau skripsi sebagai
_salah satu-syarat ujian akhir. Cara pengajaran yang semata-mata dilakukan
“d engdn ‘metoda kuliah diusahakan untuk diadakan perubahan dengan
.;mL,D“an”OdU}\‘;lkd{i cara tanya jawab.

2 Mufwkm karena memegang teguh tradisi lama ternyata tidak mudah
untuk mengadakan perubahan-perubahan baik dalam kurikulum maupun
dalam cara mengajar, karena it tidak mengherankan bahwa perubahan-
perubahan baik dalam kurikalum maupun dari cara pengajar yang kemudian
merupakan permulaan daripara perombakan pendidikan hukum di Indonesia
dimulai tidak di Universitas Indonesia tapi di universitas lain.

Secara nasional perubahan pembaharuan pendidikan hukum di Indonesia
untuk pertamna kalinya dibicarakan dalam Konperensi Antara Dekan di
Yogyakarta di tahun §962. Dalam konperensi itu dibicarakan beberapa usul
konkrit yang diajukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran antara
tain;

L. sistem studi terpimpin, dan

2. kursus up-grading tenaga pengajar

sedang usul untuk pendidikan Baccalaureat hukum (Gajah Mada) tidak
diterima,

Usul-usul ini sebelumnya telah dibicarakan di dalam rapat Panitia Ahli
yang dibentuk oleh Menteri PTIP di tahun 1961. Beberapa diantara usul
yang diajukan diterima oleh Konperensi Antara Dekan tahun 1962 tersebut
di atas, namun karena keadaan politik waktu it tidak ada tindak lanjut
hingga pecahnya persitiwa G 30 S. Usaha-usaha pemhahdru.:m peﬂdldz&an
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© .. Usaha pembaharuan pendidikan hukum baru dimulai ditangani kembali
- -.di tahun- 1967 ‘oleh sebuah panitia-ahli yang dibentuk oleh Menteri
' Pendimk'cm ng i dan Iimu Pengetahuan waktu itu Mashuri, SH. Panitia
Ahli ini‘kemudian di tahun 1969 menjelma menjadi Sub-Konsorsium Tlmu -
Hukurn d1p1mpm oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran waktu:
Aifu, Permasalahan yang dihadapi pendidikan waktu itu pada dasarnya sama

dengan masa. sebeiumz:ya waktu ditangani Panitia Ahli yang lama yaitu: )

'_}baaaamdna meéngatasi ; membanjlrnya mahasiswa yang masuk perguruan
tinggi; (2) re-orientasi daripada tujuan pend;dikan tinggi hukum, dan, 3
mempertahankan .mutu pendzd:kan fing g1 hukum, kemud:an mengusahakan
pemnokdtannya

- Di . permulaan masa ke;;anya Ketua Sub Konsorsium Iimu Hukum
mengemukakan dasar pemikiran dari pembaharuan pendidikan hukum di
Indonesia terutama perihal re-orientasi tujuan pendidikan tinggi hukum yang
pokok—pokeknycz adalah sebagai berikut.

:‘Berhubung dengan perbedaan antara negara jajahan dan suatu negara
merdeka dinyatakan bahwa adanya perbedaan dalam kedudukan dan peranan
ahli hukum di kedua macam masyarakat tersebut di atas. Perbedaan hakiki
antara suatu daerah jajahan dan negara merdeka mempunyai akibat-akibat.
pentiag bagi tujuan pendidikan hukum yang dapat disimpulkan dalam pokok-
pokok sebagai berikut:

(1) Para ahli hukom yang menjadi pejabat pemerintah dalam suatu negara

- merdeka, berlainan dengan dalam negara jajahan di mana mereka hanya
menduduki tempat sebagai petugas pelaksana kebijaksanaan. Dalam
negara yang merdeka mereka akan lebih banyak menduduki dalam
jabatan-jabatan pimpinan vang terlibat dalam proses pengambilan
keputusan {decision making proses) dan penetapan kebijaksanaan,

(2) Para ahli hukum juga akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan
legislatif secara aktif karena berlainan dengan negara jajahan kegiatan
legislatif tidak lagi dilakukan di negara penjajah (merropolitan power)
melainkan di Indonesia sendiri.

(3) Para ahli hukum yang bekerja di bidang peradilan, profesi hukum dan
pendidikan dalam negara yang merdeka juga diharapkan mempunyai
orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan
hukum) yang lebih dari rekannya di suatu negara jajahan.

Perbedaan yang mencirikan kedudukan dan tanggung jawab ahli hukum
dalam negara jajahan dan dalam swatu negara merdeka yang sedang
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Pakuitas Hukum sebagai tempat pendidikan para ahli dan sarjana hukum.’
+'Selain mempunyal akibat terhadap isi dan susunan kurikulum, re-
orientasi ‘ini juga ‘mempunyai akibat terhadap cara pengajaran, karena
menydngkut usaha untuk merubah masalah sikap (arritudenal problem) yang
d;aklbdtkan oIeh s;stem pengajaran yang terbatas pada sistem kulizh semata

734 Pembahan—pembahan yang diadakan dalam sistem pendidikan hukum
'dengan adanya Kurikulum Minimun ini, walaupun tidak terlalu besar apabila
dilihat - dari ‘substansi jumlah dan jenis matakuliah cokup mendasar
(fundamental) sifatnya untuk dapat dinilai sebagai suatu usaha atau langkah
pertama ke arzh pembaharuan pendidikan hukum di Indonesia. Selain sistein
tanya jawab untuk menumbuhkan sikap lebih aktif, kepada mahasiswa diberi
perhatian pula terhadap perubahan kemampuan penelitian dan penulisan
karya ilmiah. Segi-segi atau sifat pembaharuan ini akan lebih-lebih tampak
apabila Kurikulum Minimum ini kita lihat dalam rangka keseluruhan
pembinaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dalam rangka pembaharuan
pendidikan hukum berarti pembinaan (kemampuan dan fungsi) pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat daripada fakultas-fakultas hukum
universitas (negeri) di Indonesia.

Kurikulum Minimum Fakultas Hukum apabila ditelaah memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:

(1} Menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi kurikulum
suatu Fakultas Hukum;

{2y Menetapkan uniformitas antara kurikulum-kurikulum Fakultas Hukum
dalam batas Minimum Kurikulum, tanpa menutup kemungkinan variasi
dari tempat ke tempat sesuai dengan keadaan dan kemampuan;

(3) Mengadakan suatu permulaan spesialisasi tanpa meninggalkan adanya
suatu pendidikan dasar yang bersifat umum sampai di tahun keempat;

(4) Membuka kemungkinan bagi cara pendekatan multi dan interdisipliner
dengan adanya mata-mata pelajaran pilihan yang tidak usah diikuti pada
Fakultas Hukum saja.

4. Dalam bulan September tahun 1973 diadakan pertemuan antara Sub
Konsorsium Hmu Hukum dengan para Dekan Fakultas Hukum Hukum
seluruh Indonesia di Lembang untuk memperkenalkan Minimum Kurikulum
ini dan memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya. Pembaharuan
pendidikan melalui Minimum Kurikulum ini diterima baik oleh pertemuan
Dekan Fakultas Hukum dan beberapa fakultas bahkan memutuskan untuk
melaksanakannya tanpa menunggu adanya kutipan resmi.
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'-.-fakuiias hukum Indonesia dan beriujuan memberikan pendidikan hukum y&ng
dianggap mlmmal mem{,nuhl syarat dengan menerapkan pada sistem :siudi
“terpimpin. Upcm ciﬂakukaﬂ secara tertulis.dan ujian matakuliah yang. t1da§c
' '-Iqus dalam'suatu semester bisa dilakukan pada semester berikut, e

" Segi penelitian didorong dengan- Lembaga-lembaga . Penelitian ' pada
iakuitds hukum, sedang fungsi pengabdian masyarakat dilakukan-oleh: Birg

-Bantuan Hukum vang memberikan bantuan cuma-cuma kepada orang de‘T
_ t1dak mampu “Ada Biro Bantuan Hukum yang membatasi diri pada kegiatan
:pemberlan konsultasi - hukum ‘sepertidi - Fakultas Hulkam - Universitas

‘Indonesia; tetapi ada juga yang memberikan bantuan dalam berperkara depan

penvadlldn seperti deultds Hukum Unweis;tas Padgad j&fdﬂ dan Umveraxtqs
Airianoga : i

. Selain Birg Banman Hz;Amn lanhan dan keterampllan atau Remahxran
berpraktek hukum (legal skills training) juga diberikan dalam kemahiran

menyusun kontrak: {coniracs dmfrm g) dan menyumn ndskdh undanﬂwundang

flegistative drafting). L

Untuk memberikan pendidikan dan ]dtlhén dalam pelbagai bedhlldn dan
keterampilan; prakeis ini, di-Fakultas Hukum didirikan Klinik Pendidilan
Hulwm: ‘yang di ‘pertengahan tahun 70-an diresmikan scbagal Proyek
Percontohan (pilot project) Pendidikan Hukum Klinis oleh Dirjen Pend}dd\an
nggl Prof Dr. Doddy Tisna Atmad)aya

3. Semud ini berubah secara drastis di permulaan tahun 8G-an. lepman
P dan K ‘waktu itu menetapkan kebijaksanaan baru terhadap Perguruan
Tinggi di Indonesia vang bertujuan menyederhanakan struktur fembaga-
lembaga pendidikan tinggi dengan menetapkan diadakannya uniformitas
sejauh mungkin serta mengatur kehidupan kampus khususnya kegiatan
mahasiswa, Penyederhanaan dilakukan antara lain dengan menetapkan bahwa
di satu universitas hanya ada satu lembaga penelitian. Lembaga-lembaga
penelitian yang terlanjur ada pada fakaltas atay lembaga lain dijadikan pusat
penelitian.

Dalam usaha untuk mencapai uniformitas ini dan penyederhanaan
organisasi dan struktur sayang sekali kurang diperhatikan perbedaan yang
mendasar antara pelbagai bidang ilmu. Juga tidak diperhatikan fakultas-
fakultas yang mengajarkan ilmu terapan atau sekolah-sekolah profesional
(professional school) seperti fakultas hukum, fakultas kedokteran dan
engineering. '

Ciri kedua daripada tindakan-tindakan Menteri P dan K waktu itu adalah
menjadikan universitas bagian dari birokrasi Departemen P dan K. Selain
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menghilangkan.otonomi universitas yang mungkin dianggap sebagai sumber

daripada kebebasan yang diwaktu itu dinilai terlalu besar, tindakan ini

mengakibatkan kekakuan dalam administrasi universitas dan fakultas. Akibat
dari birokrasi ini antara lain adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk
urusan -surat menyurat menjadi jash bertambah, suatu hal yang banyak

- mengurangl waktu untuk kegiatan akademis.

" Kebijakan pimpinan P dan X ini terutama bagi universitas-universitas
yaf;'g_pa_'tuh_ melaksanakannya dirasakan sangat merugikan dan dalam banyak
‘hal merupakan kemunduran, terutama bagi fakultas atau lembaga yang sudah
maju.- Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran misalnya, yang mempelopori
banyak pembaharuan dan eksperimen dalam pendidikan termasuk Pendidikan
Hukum Klinis, praktis dikembalikan menjadi fakultas biasa saja, tidak
bedanya dengan fakultas lain yang tadinya dibina oleh Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran. Lembaga Ekologi Unpad yang sudah mempunyai

_reputasi dunia karena adanya Prof. Dr. Otto Sumarwoto menciut menjadi

suatu Pusat yang anggarannya tentu disesuaikan dengan status yang dikurangi

itu, o

- -Bahwa pendidikan tinggi masih berjalan juga, sering dengan hasil yang
tidak terlalu jelek adalah berkat dedikasi dan pengorbanan daripada staf

-pengajar dan para ilmuwan yang menjadi asisten, dosen dan guru besar.

Selain keinginan untuk mencapai uniformitas dan birokratisasi daripada
pendidikan tinggi demi pengawasan yang diharapkan bisa dilakukan dengan
lebih baik, tindakan-tindakan pimpinan P dan X waktu itu lebih merugikan
bagi fakultas non eksakta yaitu fakultas-fakultas di bidang ilmu sosial, hukum
dan humaniora (sastra dan filsafat). Hal ini disebabkan karena dalar gairah
pembangunan yang selain diartikan pernbangunan ekonomi, juga banyak
ditekankan pada pembangunan fisik yang menekankan aspek teknologi, ada
kecendrungan untuk mendahulukan atau memprioritaskan ilmu-ilmu pasti
alam dan teknologi. Hal ini terlihat di dalam penyusunan kurikulum. Sistem
SKS harus diterapkan dan metode-metode kwantitifikasi diterapkan lepas
daripada apakah bidang ilmu atau disiplin itu dapat dikwantitifikasikan atau
tidak.

Dalam suasana yang demikian keluarlah Surat Keputusan Tahun 1983
tentang Kurikulum Inti bagi pendidikan hukum. Dalam substansi atau materi
yang diberikan dalam arti jumlah mata kuliah tidak banyak beda dengan
Kurikulum Minimum. Dapat dikatakan bahwa Kurikulum Inti merupakan
lanjutan daripada Kurikulum Minimum dalam bentuk lain. Yang lain adalah
bahwa dalam Kurikulum Inti diterapkan secara konsekwen sistem SKS dan
perkuliahan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan ujian diperketat,
menamnakkan kekaknan
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Dlterapkdnnyd sistem SKS secara konsekwen tanpa memperhatxkan
-syarat—syarat dan sarana yang: diperiukan untuk menerapkan sistem SKS itu
dengan berhasil, mungkin merupakan salah satu sebab menurunnya kualitas
pendidikan tinggi hukum dalam 10 tahun terakhir ini. Dalam ujian sering
digunakan_cara-cara .yang.lebih cocok untuk 1lmu pasti dan alam sepertl
:daftar isian dengan “multiple choice”. :

' D1 ta.hun 1990 setelah menﬂalaml sistent pendidlkan hukum meimrut
kurikulum 1983 ini, dan seteiah dirasakan aklbatnya oleh pemakal—pemakal_
Julusan sistem ini; Menteri P dan K waktu it meminta bantuan bekas Ketua
Sub Konsorsium Ilmu Hukum periode 1969-1974 untuk menangani: kembah
-pendtd:kan hukum -dengan maksud pembenahan kurikulum dan . metode
pengajarannya dengan memperhatikan aspek-aspek lain daripada pendidikan
hukum seperti penelitian dan peningkatan kemampuan keterampilan dan
kemahiran penerapan hukuwm, dengan maksud agar lulusan fakultas hukum
Iebih dapat dipakal oleh masyarakat.

-‘Setelah bekerja keras lebih dari dua tahun, dibantu oleh suatu Tim Ahli
dan Tim Penasehat dan dengan memperhatikan masukan dari pelbagai pihak
terutama kalangan masyarakat dan instansi pemakai lulusan fakultas hukum,
akhirnya selesal disusun kurikulum baru yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dirjen tanggal 24 Pebruari 1993.

Walaupun tidak dapat seluruhnya menghindari unsur kekakuan
mengingat kurikulum ini lanjutan daripada kurikulum terdahulu, diusahakan
benar di dalam kurikulum baru ini untuk memasukkan kembali beberapa
unsur yang menjadi ciri-khas daripada pembaharuan pendidikan hukum di
masa tahun permulaan tahun dekade 70-an.

Dalam waktu singkat yang tersedia, saya tidak akan menjelaskan seluruh
kurikulum baru itu tetapi hanya akan menyinggung beberapa ciri khusus
daripada kurikelum baru vang membedakannya daripada kurikulum yang
berfaku hingga kini.

Ciri-ciri umum antara lain adalah:

(1) Sifat dan rujuan pendidikan hukum. Selain bertujuan memberikan dasar
akadermis atau teori bagi pendidikan hukum Strata I selama 4 tahun
sebagai persiapan menuntuf ilmu hukum, kurikulum baru berusaha
menekankan aspek atau segi latihan keterampilan dan penguasaan
hukurn positif secara praktis.

(2) Cara mengajar dan belajar. Di samping pemberian kuliah sebagai cara
mengajar, kurikulum bare mengusahakan diberikan pengajaran dengan
cara sistem aktif, Maksudnya selain kuliah dilakukan lebih banyak tanya
iawab bardasarkan bahan vane telah dinersiapkan. Rahan-bahan untuk



498

Hukum dan Pembangundin

‘gistermn pengajaran dengan tanya jawab antar dosen dan mahasiswa ini

“meliputi baik teori; kasus sebagai ungkapan hukum dalam praktek dan

""baha;_i'—bahan ‘berupa - peraturan-peraturan, - dokumen-dokumen dan
" risalah-risalah yang bertalian dengan materi yang diajarkan. Bahan-

3

Gahan kuliah ini (course materials) dipersiapkan oleh Tim Pengajar

dalam tiap mata peiajdran ydno bersangkutan, da bawah tanggung jawab

iGuru Besar:
-Mata-mata kuliah dalam kari}.ulum dibagi atas kuni\zdum fzasronal yang
“Umeliputi - matakuliah-matakuliah dasar atau pokok, seperti misalnya-

“*"Hukuim Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang,
~Hukum Tanah (Agraria), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana

- dan lain-lain sebagainya, sedangkan matakuliah bahan pokok termasuk

" “apa yang dinamakan "kurikulum lokal”. Termasuk di dalam kurikulum

lokal adalah matakuliah seperti beberapa kuliah Hukum Adat yang
penting bagi fakultas hukum di daerah tetapi kurang penting bagi
fakultas hukum di kota metropolitan seperti Jakarta. Sebaliknya fakultas

“hukum di kota besar yang merupakan pusat perdagangan, punya
“matakuliah yang lebih diperlukan dalam kota dagang dan metropolitan

#)

sebagai matakuliah perkuliahan kuorikulum lokal. Yang menarik
perhatian adalah bahwa matakuliah Hokum Lingkungan telah ditetapkan
sebagai matakuliah wajib untuk semua fakultas hukum. Dengan adanya

kurikulum lokal yang pengisiannya banyak diserahkan pada fakultas

hukum yang bersangkutan, dimungkinkan ada variasi yang cukup
banyak antara fakultas-fakultas hukum di Indonesia, tergantung daripada
kebutuhan fakultas hukum masing-masing.

Pendekatan multidispliner. Studi fakultas hukum masa sekarang tidak
bisa lagi hanya memperhatikan matakuliah-matakuliah hukum semata.
Makin pentingnya ekonomi danm perdagangan misalnya memerlukan
pengetahuan tentang imu ekonomi dan perdagangan. Karenanya
kurikulum lokal memungkinkan seseorang mengambil matakuliah di
fakultas lain.

Untuk hukum lingkungan misalnya bisa diambil biologi atau biologi
lautan (marine biology} sedangkan untuk pertamoangan di laut bisa
diambil ilmu geologi. Seharusnya seorang mahasiswa fakultas hukum
vang mengikuti kuliah secara demikian di fakultas lain mendapat kredit
untuk kuligh-kuliah demikian yang bisa diperhitungkan di fakultas
hukum berdasarkan sistem SKS. Memang di dalam prakteknya hal ini
menimbulkan kesulitan karena di Tndonesia pada umumnya perhitungan
kredit dilakukan menurut fakultas dan belum banyak universitas yang
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'-jmempunyal smtem ker}asama antar fakultas atau antdr disiplin dem1k1an ;
-‘Namun'ini merupakan § soal admtmstram perouruan tmgg1 yano bukannya_

S "rtxdak bisa diseiesaikan
G
& "-'.'-iposzrzf secara ‘praktis ada“berbagai-cara. Di -tahun 70-an di: I‘akultas_ '

Mengena1 pelajamn keterampz!an arau Aemahzmn ﬂzenangam hukum

* *Hulkim ‘Universitas Pajajaran ada- yang dmamakan pendidikan klinis
& f-'imkum Di dalam klinik’ hu}cum itu orang be}ajar ‘kemahiran untuk
- melakukan - penyusunan: kontrak (cozztrar;r ‘drafting).. penyusunan
"“rcmcanwan undanmundang ﬂe‘gmiafzve draﬁmg) i ‘samping belajar
5 keterampllan dan praktek litigasi. Yang terakhir d;kombmasskan dengan'

' 'penﬁabchan masym akat dan bxasanya diberi di- dalam satu unit tersendiri
‘yang namanya biro- ‘bantuan hukum. Pada: waken itu ekspemmen di

Fakultas Hukum UNPAD ini cukup menank perhatian Departemen P

- dan K sehingga Dirjen Pend:d;kan nggx waktu ita membuat keputusan

©

~mendirikan proyek panduan {pilot project) mengenai pend;dzkan hukum
- klinis yang diresmikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi waktu it Prot
~Dr.+Dogdi ‘Tisnaamidjaja. Sayang sekah dengan perubahan struktur

perguruan tinggi di - tahun <1980 ‘semua ini diubah lagi sehanvga
pendidikan klinis tidak lagi diberikan secara tersendiri. Mulai waktu itu
pendidikan “keterampilan “yang - bersiiat menm}}arl\an kemampuan

‘kemahiran praktis (praciical skills training) diserahkan kepada dosen-
‘dosen yang memberikan matakuliah masing-masing. Artinya conrract

drafiing diberikan cleh ‘dosen hukum perdata sedangkan penyusupan
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam perkara pidana diserahkan
pada dosen hukum pidana. Biro Bantuan Hukum pun tidak selancar
jatannya semula. Hal-hal tersebut di atas yang sementara itu sudah juga
ditakukan di fakultas-fakultas lain sckarang mulai dihidupkan lagi.
Diharapkan bahwa latihan keterampilan .dan kemazhiran menyusun
kontrak atau pendapat hukum inj apabila dilakukan bersamaan dengan
sistem studi aktif bisa menﬂhasﬂkan lulusan yang lebih siap untuk terjun
ke masyarakat.

Mengenai lulusan siap pakai. Ada sedikit salah pengertian tentang
sistem studi aktif bersama latihan keterampilan dan kemahiran
menyusun kontrak dan pendapat hukum dan lain-lain sebaginya yang
diberikan di Fakuitas Hukum seolah-olah kita ingin mencetak lulusan
yang siap pakai. Saya pribadi berpendapat bahwa Fakultas Hukum
dalam waktu 4 tzhun tidak mungkin membuat orang siap pakal yang
dapat dilakukan adalah dia lebih siap untuk dimatangkan sehingga dia
siap pakai, sedangkan pekerjaan untuk menjadikan seorang lulusan
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Fakultas Hukum betul-betul siap pakai sebaiknya dilakukan oleh kantor

“atau dinas yang memperkerjakannya. Mengingat bahwa banyak kantor

atau instansi mempunyai kursus-kurSus pegawat bagi calon pegawai

“yang baru diterima jadinya ada kesinambungan di dalam mempersiapkan

“lulusan S-1antara apa yang dia pelajari di Fakultas Hukum dengan

- kursus-kursus “dinas atau instansi yang diadakan oleh instansi si
“pemakal. Untuk jelasnya di sini disertakan bagan sebagai ilustrasi

N

~daripada sistem vang saya maksudkan.

‘Apabila kita perhatikan bagan yang ada di hadapan Saudara kiranya
jelas bahwa studi hukum yang berlaku selama 4 tahun dalam strata 1

~direncanakan untuk menyiapkan seorang lulusan Fakultas Huokum yang

cukup mengetahui teori untuk melanjutkan studinya dalam keilmuan dan
riset bagi mereka yang ingin meneruskan kariernya di bidang keilmuan,
pengajaran dan atau penelitian sedangkan bagi mereka yang bermaksud

-‘mengikuti karier langsung dalam kehidupan praktek bisa melamar di
“departemen atau instansi dan melanjutkan persiapan untuk kariernya di

kursus-kursus instansi atau departemen. Bagi mereka yang menempuh
atau meneruskan karier keilmuannya dianjurkan untuk mengikuti
pendldlkan S-2.

Di sini kurikulumnya terdiri dam kurikulum yang bersifat umum yang
diberikan selama 1 tahun terdiri dari kurikulum yang bersifat umum
yang diberikan selama 1 tahun terdiri dari filsafat dan teori hukum,
sejarah hukum, sosial hukum, perbandingan hukum dan metode dan

- analisa riset. Termasuk di dalam yang terakhir sekedar pengetahuan

statistik. Tahun ke-2 dimulai dengan penulisan thesis yang dilakukan
sesuai dengan judul yang dipilih menurut program studi atau keahlian
yang dikehendaki. Tahun ke-2 ini tidak diberikan lagi kuliah-kuliah
melainkan diadakan seminar-seminar atau diskusi-diskusimembicarakan
karya tulis atau naskah thesis yang dibuat oleh peserta. Tukar pikiran
mengenai naskah thesis atau karya tulis yang diajukan oleh peserta S-2
kemudian berkembang menjadi karya disempurnakan sehingga pada
akhir tahun ke-2 semua peserta selesai dengan thesis magister yang
memenuhi syarat bagi lulusan magister hukum,

Demikianlah secara singkat sekedar lukisan mengenai pendidikan hukum

Strata 1 (S-1) dan Strata 2 (5-2), sedangkan studi hukum Strata 3 adalah
penelitian dan disertasi doktor yang dilakukan secara pribadi di bawah
bimbingan seorang guru besar di bidang keahlian yang dipilih yang bersama-
sama dengan guru besar atau doktor lainnya membentuk tim thesis doktoral

P DA R T (- ST: el s B
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Demlklanldh uraian singkat tentang studi hukum yang diperbaharui yang

; inerupakan hasil-usaha. Ronsorsxum Ilmu :Hukum dibantu oleh para Dekan

Fakultas Hukum | seimuh “1 onS()rsmm fimu Hukum dalam

“menyusun studi hukum gayabaru i ini telah j juga memperoleh banyak bantuan
‘dari ‘para -abh, praktist dan anggota-profesi hukum dan pakar-pakar - di
berbagai bidang hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa studi hukum
ogaya baru ini mudah-mudahan bisa memenuhi harapan masyarakat yang t;dak.
/ dlsangkai suda}; Iama men gei uh tentanw hziusan Fakultas, Hukum ch indonesm..

: Kata—katd. cﬁdnr pulu Saya sampaxk_an menﬂenai sarand yaﬁﬁ dlperlukan
untuk mensukseskan studi‘hukum gaya baru ini, Tanpa sarana yang memadai
smd; hukum ini sukar berhasxt Diantara sarana yang d;periukan terutama
sangat dlperlukaﬂ sekali sarana perpustakaan yang memadai, hal lain yang
juga diperlukan adalah bahwa guru besar dan dosen-dosen fakuitas hukum
perlu mendapat pt,nghdsﬂan yang cuicup sehmgga mereka hisa memusatkan
diri kepada pendldikan hukum dan tidak usah mencart tambahan di luar yang
sering banyak menyerap. tenaga akan tetc&px saya sadari ini masalah yang.._suht
sekali yang mungkin lebih mudah dipenuhi oieh }"dkuitas Swasta daripada
Fakuiids Hukum Umverutaa Neg,eri Crhel S

Sekiahiz{h dan ata's' perhatian Saudara diucapkan banyak terima kasih.

|
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